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PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR / TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KOLAKA TIMUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di
Provinsi Sulawesi Tenggara,;

bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan di
Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Perangkat Daerah
berupa Dinas Daerah;

bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditinjau
kembali karena masih terdapat fungsi yang belum
terakomodir didalamnya dan perlu menetapkan
Nomenklatur baru yang dianggap kebutuhan prioritas
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat...
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Mengingat

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.
74, Tambahan Lembaga Negara No. 1822),
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
| Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
undang Nomor 47 PRP 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Perubahan KEDUA atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844),

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka
Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara

Republik...



10.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539),
Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2007 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor §7 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah,;

BUPATI KOLAKA TIMUR,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA
TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISAS] DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1.

w

Pemerintan Daerah adalah Penyelenggara Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan
dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kolaka Timur;

Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;

Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan
kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan

mengurus...



mengurus  sendiri  urusan  Pemerintahan  dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Desentralisasi adalah  penyerahan  wewenang
Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Dekonsentrasi adalah  pelimpahan  wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi
vertikal di wilayah tertentuy;

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari
Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau
Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

10. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana
tugas teknis Dinas.

BAB Il
Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN
Pasal2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dinas Daerah
Kabupaten Kolaka Timur.
(2) Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari
1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kolaka Timur;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Kabupaten Kolaka Timur;

4. Dinas...



4. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Kolaka Timur;

Dinas Perkebunan dan Holtikultura;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah;

7. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Kolaka Timur;

8. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kolaka Timur;

9. Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Timur;

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kolaka Timur;

11. Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur;

o o

BAB Il
Bagian Kedua
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal3

(1)Dinas Daerah merupakan unsur Pelaksana Otonomi
Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

(2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan
tugas pembantuan,

(3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Dinas, untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional yang mempunyai wilayah kerja satu
atau beberapa Kecamatan.

(5)Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan bagian dari Dinas Kabupaten,
yang secara Teknis Operasional dikoordinasikan oleh

Camat.
BAB (V...



BABIV
Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal4

(1)Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten terdiri

dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris membawahi Sub. Bagian;
c. Bidang membawahi Seksi;

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2)Sekretariat, Bidang, Sub. Bagian, Seksi, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub.
Bagian, Kepala Seksi dan berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3)Bagan Sruktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran |
sampai dengan lampiran Xl merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(4)Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal5

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Subag. Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan fungsional.

(2)Subag. Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD;

(3)Bagan Struktur Organisasi UPTD Kabupaten Kolaka
Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran | sampai
dengan Xl merupakan bagian yang tidak terpisah dari
Peraturan Bupati ini.

BABV....



BABV
Bagian Keempat
ESELON DINAS DAERAH KABUPATEN
Pasal6

(1)Jabatan Struktural Eselon Il.b yaitu Kepala Dinas;
(2)Jabatan Struktural Eselon lll.a yaitu Sekretaris Dinas;
(3)Jabatan Struktural Eselon Ill.b yaitu Kepala Bidang;
(4)Jabatan Struktural Eselon IV.a yaitu:

a. Kepala Seksi;

b. Kepala Sub. Bagian;

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(6)Jabatan Struktural Eselon 1V.b yaitu:

a. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan;

b. Kepala Sub. Bagian pada Unit Pelaksana Teknis

Dinas;

(6)Jabatan Struktural Eselon V.a yaitu:

a. Kepala Tata Usaha SLTP;

b. Kepala Usaha Tata Usaha Sekolah Menengah.

BABVI
Bagian Kelima
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal7

(1)Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat
ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan
spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur
ketentuan yang berlaku;

(2) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal8
()Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(2) Kelompok...



(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional
senior yang ditunjuk;

(3)Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja;

(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vii
Bagian Keenam
TATA KERJA
Pasal9

(NSetiap pimpinan satuan organisasi dalam
melaksanakan tugas wajb menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan singkronisasi dan
bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun
eksternal;

(2) Setiap pimpinan suatu organisasi wajib melaksanakan
pengawasan melekat.

BAB Vi
Bagian Ketujuh
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Nomor 59 Tahun 2013 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka
Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal /0 Februari 2014

Pj. Bupaicxﬂ KA TIMUR, 0‘7/

Diundangkan di Tirawuta fl H. TONY HERBIANSYAH
pada tanggal /0 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
/

Drs. H. ANWAR SANUSI, M.M
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
19590611 198205 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR /7



LAMPIRAN | : PE'RATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR - TAHUN 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
ORGANISAS! DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS

I i
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS |
FUNGSIONAL
{ |
SUBAG. SUBAG. SUBAG.
UMUMS PROGRAM& KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR KEBUDAYAAN PEMUDA & OLAH
PENDIDIKAN & MENENGAH RAGA
St s S A | s e ]
SEKSI SEKSI SEKSt SEKSI
PENINGKATAN MUTU ] PEMBINAAN DIKDAS B PEMBINAAN PEMBINAAN MINAT &
PEND. & TENAGA KESENIAN ™ BAKAT KEPEMUDAAN

KEPEND. DIKDAS

SEKS! SEKsI SEKSI SEKSI
PENINGKATAN MUTU PEMBINAAN DIKMEN SEJARAH NILA) PEMBINAAN
=~ PEND. & TENAGA = B TRADISIONAL B KEOLAHRAGAAN

KEPEND. DIKMEN

SEKSI SEKsI SEKSI SEKS!
PENINGKATAN MUTU PEMBINAAN SAPRAS PEMBINAAN PEMBINAAN
= PEND. & TENAGA e DIKDASMEN - KEPARIWISATAAN . ORGANISASI
KEPEMUDAAN

KEPEND. PAUD-NI

UPTD

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, q/

‘91/1}. TONY HERBIANSYAH



LAMPIRAN It

NOMOR
TENTANG

: PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

: TAHUN 2014
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR

59 TAHUN

2013, TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS

|
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL
i 1
SUBAG.
SUBAG. SUBAG.
PERENCANAAN. e e
PROGRAMS& KEPEGAWAIAN
DEL ADOBR AN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BINA GIZI & KIA PENGENDALIAN UPAYA KESEHATAN & SUMBERDAYA
PENYAKIT & KESEHATAN KEFARMASIAN KESEHATAN & PROMOSI
LINGKUNGAN KESEHATAN
! ] l I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
|| KESEMATAN 18U & PEMBERANTASAN & | | KESEHATAN DASAR, | L PROMKES &
ANAK PENGENDALIAN RUJUKAN & KHUSUS KOMUNIKAS! PUBLIK
PENYAKIT
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KETRAD, KESKER, PENGAWASAN & SARANA KESEHATAN, PENGEMBANGAN
Ll OLAHRAGA &G USIA | | PENCEGAHAN - REGULASI, AKREDITASI &) H  sDMm & DIKLAT
LANJUT PENYAKIT SERTIFIKASI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
GizI KESEHATAN FARMASI, MAKANAN PEMBIAYAAN &
= - LINGKUNGAN | MINUMAN & PERALATAN | ™| JAMINAN KESEHATAN
KESEHATAN
UPTD
Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, @/

—

Z/H. TONY HERBIANSYAH




LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN"
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS

I |
KELOMPOK JABATAN | SEKRETARIS
FUNGSIONAL - \
| | 1
SUBAG. SUBAG. SUBAG.
UMUM& PROGRAM& KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PELAPORAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

KEBINAMARGAAN & TATARUANG& PENGENDALIAN PERHUBUNGAN
PENGAIRAN KECIPTAKARYAAN OPERASIOANL
1 i ] 1

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
||  PERENCANAAN | PERENEANAANTATA || LaBORATORUM & |||  ANGKUTAN JALAN

KEBINAMARGAAN & RUANG PENGUJIAN RAYA

S T KECIPTAKARYAAN &
PEMUKIMAN
SEKSI SEKS! SEKSI SEKSI
KEBINAMARGAAN KECIPTAKARYAAN & PENGAWASAN DAERAH SAPRAS &
- H  PENGENDALIAN TATA - SEMPADANS ~ MANAGEMEN
RUANG PRASARANA DAERAH REKAYASA LALU
LINTAS

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGAIRAN BINA KAWASAN PERALATAN, KOMUNIKASI &
) = PEMUKIMAN —| PERBENGKELAN & | ™ INFORMATIKA

PEMADAMAN
KEBAKARAN
UPTD
Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, M

Q‘/H.Tcmy RBIANSYAH



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPAT! KOLAKA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS

|
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL S : —
| ]
SUBAG. SUBAG. SUBAG.
PENYUSUNAN KEUANGAN & UMUMS.
PROGRAM KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TANAMAN PANGAN & PRODUKSI PETERNAKAN & PENGOLAHAN &
SARANA PERTANIAN PERTANIAN PERIKANAN PEMASARAN HASIL
PERTANIAN
| ] [ [
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSt
PERLINDUNGAN 1 PRODUKSI & ||  PENYEBARAN & '] PENGEMBANGAN,
TANAMAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN ALAT
PADI-PADIAN PETERNAKAN PASCA PANEN & MUTU
HASIL PERTANIAN
SEKSI SEKS! SEKSI SEKSI
PENGOLAHAN LAHAN PRODUKS! & KESEHATAN, PENEGEMBANGAN
| 2 PENGELOLAAN AR |  PENGEMBANGAN - PRODUKSI & | USAHA & INVESTASI
PALAWIA PEMBIBITAN TERNAK PERTANIAN
SEKSI SEKS! SEKSI SEKSI
SARANAS. PEMASARAN PERIKANAN PENGOLAHAN
PRASARANA 1 PRODUKSI HASIL - —PEMASARAN & PROMOSI
PERTANIAN PERTANIAN HASIL PERTANIAN

UPTD
Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, M

/
Q’ H. TONY HERBIANSY AH



LAMPIRAN V. : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR - TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS

I |
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL ‘
| 1
SUBAG. SUBAG.
PERENCANAAN & UMUM&
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
SARANA& PRODUKSI PRODUKSI PENGOLAHAN &
PRASARANAN PERKEBUNAN HOLTIKUL TURA PEMASARAN HASIL
PERKEBUNAN PERKEBUNAN
1 | | ]
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
INFRASTRUKTUR TANAMAN TAHUNAN, || BUDIDAYA TANAMAN KELEMBAGAAN,
PERLUASAN AREAL & REMPAH, PENYEBAR BUAH, SAYURAN, oBAT &| [[| PENGOLAHAN HASIL
PENGELOLAAN & TANAMAN MUSIM TANAMAN HIAS & PENGEMBANGAN
LAHAN/ARR USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PUPUK, PESTISIDA & INVESTASI PEMBENIHAN & STANDARISAS!
ALAT PERTANIAN - PERKEBUNAN L{  PERLINDUNGAN | MUTU, PEMASARAN
TANAMAN HASIL & PROMOSI
HOL TIKULTURA

UPTD

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, 3 /

H. TONY HERBIANSY AH



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI| KOLAKA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS

i ]
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL :
| | I
SUBAG. SUBAG. SUBAG.
UMUMS PROGRAMS KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAPATAN & ASET ANGGARAN AKUNTANSI PERBENDAHARAAN
DAERAH
S — | ! | I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
||  PENDAPATAN & o ANGGARAN | AKUNTANSI | | BELANJA LANGSUNG
PENETAPAN PENDAPATAN PENDAPATAN
DAERAH DAERAH
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENAGIHAN ANGGARAN AKUNTANSIBELANJA BELANJA TIDAK
= - PERIMBANGAN - & PEMBIAYAAN — LANGSUNG
KEUANGAN DAERAH
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
ADMINISTRASI ASET ANGGARAN LAIN- PELAPORAN & | VERIFIKASI
= DAERAH 1 LAIN PENDAPATAN o PERTANGGUNG
DAERAH JAWABAN KEUANGAN

UPTD _
Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

4} TONY HERBIANSY AH




LAMPIRAN VIl : PERATURAN BUPAT| KOLAKA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS

I |
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL _
i |
SUBAG. SUBAG. SUBAG.
UMUM& PROGRAMS& KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERTAMBANGAN GEOLOG! & SUMBER LISTRIK& MINY AK, GAS BUMI &
UMUM DAYA MINERAL PEMAMFAATAN ENERGI AIR BAWAH TANAH
P | ! — =1 R |
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGUSAHAAN ) GEOLOG! | PERENCANAAN | |  PENGOLAHAN AR
| PERTAMBANGAN KELISTRIKAN BAWAHTANAH
UMUM
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PRODUKSI & SUMBERDAYA PENGUSAHAAN PENGEMBANGAN,
- PEMASARAN - MINERAL | LISTRIK & ENERGI — PENANGANAN
MINYAK & GAS BUMI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGAWASAN KONSERVASI PENGEMBANGAN & PENGUSAHAAN
- KESEHATAN, e SUMBER DAYA b PEMAMFAAT AN —  MINYAK & GAS BUMI
LINGKUNGAN
UPTD
Pj. BUPATIKOLAKA TIMUR, W

L

2}4. TONY HERBIANSYAH



LAMPIRAN Vill : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR i TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
59 TAHUN 2013, TENTANG  SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS

|
|
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL
! |
SUBAG. SUBAG. SUBAG.
PENYU. PROGRAM ||  KEPEGAWAIAN UMUMS
& KEUANGAN & DKLAT PERLENGKAPAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
METEOROLOG! & PERINDUSTRIAN KOPERAS! & UKM PEMBIAYAAN & PERDAGANGAN
PERLINDUNGAN PENGAWASAN
KONSUMEN sp
— i i i T
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
M MASSAG SANDANG KELEMBAGAAN | LI  FaswLiTAs) || DisTRIBUS! &
TIMBANGAN PANGAN & PEMBIAYAAN SP PENGEMBANGAN
KERAJINAN PASAR
SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

ARUS PANJANG KIMIA & BAHAN BINA USAHA & PENGAWASAN & PELAYANAN

-l & VOLUME -1 BANGUNAN - SARANA | PENGENDALIAN | |~ USAHA&

sP SARANA

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGENDALIAN LOGAM & BAHAN BINA USAHA AKUNTANSI & EKSPOR &

- BARANG ~1  ELEKTRONIKA H UMKM ~|  PennaiaNse | H IMPOR

UPTD .

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

%)-I. TONY HERBIAMNSYAH



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS

1
—
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL
| 1
SUBAG. SUBAG. SUBAG.
PENYUSUNAN KEUANGAN & UMUM&
PROGRAM KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN
BIDANG BIDANG e
PENGOLAHAN HUTAN PERLINDUNGAN HUTAN S e A
& REHIBILITAS! HASIL & TATA GUNA HUTAN e
HUTAN
- ! =————
PROD?E(K;IHA&L SEKS| Skl
i || PENGAMANAN HUTAN & || PENGELOLAAN
HUTAN, LEGALITAS & B et
KONSERVASI SUMBER
PEREDARAN HASIL s i
HUTAN
SEKSI SEKS! SEKSI
PENGHIJAUAN & PENGELOLAAN & PERIZINAN, PROMOSI
a REBOISASI | PEMAMFAATAN L 2 INFORMASI PASAR
KAWASAN HUTAN
SEKSI SEKSI SEKSI
KEHUTANAN SOSIAL INVENTARISASI PENGOLAHAN HASIL,
- 1 PENGUKURAN & 1 PENINGKATAN MUTU
PEMETAAN HUTAN DAN PEMASARAN

Pj. BUPA Tl KOLAKA TIMUR, M

g/I.TONY BIAN'SYAH



LAMPIRAN X  : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR z TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS

1
|
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL
| |
SUBAG. SUBAG. SUBAG.
UMUM& KEUANGAN PENYU. PROGRAM
KEPEGAWAIAN & PELAPORAN
BIDANG R "BIDANG BIDANG
PERENC.PENEMPATAN PEMBINAAN PERSIAPAN PEMBINAAN,
PELATIHAN & WASNAKER HI& PENEMPATAN PENGEMBANGAN MASY.
PRODUKTIVITAS TENAGA JAMSOSTEK TRANSMIGRASI, & KAWASAN
KERJA PENATAAN PEMUKIMAN TRANSMIGRAS!
] MRS 1 !
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
| PENEMPATAN TENAGA PEMBINAAN HUBUNGAN PENYIAPAN, PEMUKIMAN]| L KEBIJAKAN,
KERJA ~INDUTRIAL & JAMSOSTEK i PERENCANAAN,
PEMBINAAN &
PENGAWASAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
L PELATIHAN & PEMBINAAN & PENGARAHAN & PENGEMBANGAN
PEMBINAAN L] PENGAWASAN a FASILITAS | | MASYARAKAT &
PRODUKTIVITAS TANAGA TENAGA KERJA PERPINDAHAN KAWASAN
KERJA PENDUDUK TRANSMIGRASI

UPTD

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, %/

jZ/»{TONv IANSYAH



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR - TAHUN 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT!I NOMOR
59 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DINAS

1
[ < 1
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL e — —
| 1
SUBAG. SUBAG. SUBAG.
UMUM& KEUANGAN & PENYU. PROGRAM
KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN & PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL PERLINDUNGAN & REHABILITASI SOSIAL PEMBERDAYAAN
& PENANGGULANGAN JAMINAN SOSIAL KELEMBAGAAN
KEMISKINAN SOSIAL
I | | 1
P ———
SEKSI SEKSI e SEKSI
PEMBERDAYAAN BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN
e | . PELAYANAN | |
SOSIAL & KOMUNITAS KORBAN TINDAK ORGANISASI SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL Py e nie i
ADAT TERPENCIL KEKERASAN & PEKERJA PENYANDANG CACAT
MIGRAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBERDAYAAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN SOSIAL PEMBERDAYAAN
L] SOSIAL KELUARGA & | L{KORBAN BENCANA ALAM | ANAK & USIA LANJUT | L] KESETJEANHAT%A "
FAKIR MISKIN & BENCANA SOSIAL SOSIAL MASYARAKAT &
KEMITRAAN
UPTD

KTU UPTD
Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, %/
4/ H. TONY HERBIANSYAH




